LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 9 TAHUN 2011

TANGGAL  : 12 Januari 2011

TENTANG : BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN
BANDUNG

PROSEDUR PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN
HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan

proses pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen legal penerimaan hak atas tanah dan/atau

bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan
kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang menyiapkan

form SSPD BPHTB dan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Dalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa kebenaran dan

kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pemeriksaan

dilakukan dengan mengecek dokumen dan data terkait objek pajak di Kantor Pertanahan.

B. PIHAK TERKAIT

1.

Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB atas hak atas tanah dan/atau
bangunan vyang diperolehnya. Dalam prosedur ini Wajib Pajak menyiapkan dan

menyerahkan dokumen pendukung terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

Merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan keuangan daerah, yang
dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan (DPPK). Dalam prosedur
ini, Dinas Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) berkoordinasi dan bekerja sama
dengan PPAT/Pejabat Lelang dalam menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD
BPHTB).

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang membantu Waijib Pajak dalam menghitung BPHTB terutang dan
menyiapkan SSPD BPHTB. Pihak yang dapat menjadi PPAT ialah camat atau notaris. Dalam
prosedur ini PPAT bertugas dan berwenang untuk:

- memeriksa kebenaran data terkait objek pajak ke Kantor Pertanahan;
- menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
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4. Kantor Pertanahan
Merupakan pihak yang mengelola database pertanahan di wilayah wewenangnya. Dalam
prosedur ini, Kantor Pertanahan menyediakan data yang dibutuhkan PPAT terkait

pemeriksaan objek pajak.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak (selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan) menyiapkan dokumen
pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dokumen pendukung ini
menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan hak atas tanah dan/bangunan antara kedua belah
pihak. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris,
dan lain-lain yang pada dasarnya menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas
kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini juga dapat disertai dengan dokumen

pendukung lainnya.

Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan kepada PPAT. Wajib Pajak menyerahkan permohonan pengurusan akta
kepada PPAT dilampiri dengan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau

bangunan.

Langkah 2
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima permohonan pengurusan akta dan dokumen

pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari Wajib Pajak. PPAT lalu
memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang diterima. Jika dokumen pendukung yang
diterima telah lengkap, PPAT kemudian mengajukan permohonan pemeriksaan data objek pajak
kepada Kantor Pertanahan.

Langkah 3
Atas permintaan dari PPAT, maka Kantor Pertanahan menyediakan data yang dibutuhkan PPAT

untuk melakukan pemeriksaan objek pajak.

Langkah 4
PPAT menerima data objek pajak dari Kantor Pertanahan. PPAT kemudian memeriksa

kebenaran data objek pajak dengan membandingkan dokumen pendukung perolehan hak atas
tanah dan/atau bangunan dan data objek pajak dari Kantor Pertanahan. Jika diperlukan, PPAT

dapat melakukan pengecekan objek pajak dengan melakukan observasi lapangan.

Langkah 5
PPAT menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dokumen ini

merupakan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang belum
ditandatangani oleh PPAT. PPAT kemudian menyimpan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan.
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Langkah 6
Berdasarkan prosedur, PPAT menerima formulir Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD

BPHTB) dari Dinas.

Langkah 7
Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak terpenuhi, maka PPAT

menghitung nilai BPHTB terutang. PPAT kemudian mengisi informasi objek pajak dan nilai
BPHTB terutang ke dalam formulir SSPD BPHTB. Setelah mencantumkan seluruh informasi yang
dibutuhkan, PPAT lalu menandatangani SSPD BPHTB. SSPD BPHTB merupakan surat yang oleh
Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke
Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk
melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. SSPD BPHTB terdiri atas 6

lembar, dengan perincian sebagai berikut:

> Lembar 1:
Untuk Wajib Pajak.

> Lembar 2:
Untuk PPAT sebagai arsip.

> Lembar 3:

Untuk Kantor Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran.

» Lembar 4:
Untuk Unit Kerja sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD BPHTB.

> Lembar 5:
Untuk Bank yang ditunjuk sebagai arsip.

> Lembar 6:
Untuk Bank yang ditunjuk sebagai pelaporan kepada Bendahara Penerimaan SKPD.

Langkah 8
PPAT menyerahkan SSPD BPHTB yang telah diisi kepada Wajib Pajak.

Langkah 9
Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB yang telah diisi dari PPAT.
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D. BAGAN ALIR

Prosedur Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Wajib Pajak

Uraian Selaku Penerima Hak

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Kepala Kantor Bidang

Pertanahan

1. Wajib pajak (penerima hak) mengurus perolehan
hak atas tanah dan atau bangunan ke PPAT dengan
menyerahkan dokumen terkait perolehan hak atas

Mengurus
perolehan hak atas

Dokumen terkait
Perolehan Hak Atas
Tanah dan

tanah dan/atau bangunan. tanah dan atau

bangunan ke PPAT

2. PPAT menerima dokumen perolehan hak dari
Wajib Pajak. PPAT kemudian memeriksa data
mengenai objek pajak ke Kepala Kantor Bidang
Pertanahan.

3. Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyediakan
data vang dibutuhkan oleh PPAT terkait
pemeriksaan objek pajak.

4. PPAT menyusun Draft Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan.

5. PPAT kemudian menyimpan Draft Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

6. Berdasarkan prosedur vyang berjalan, PPAT
menerima formulir SSPD-BPHTB dari Dinas
Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset
Daerah .

7. PPAT menghitung BPHTB terutang, menyiapkan
SSPD-BPHTB.

8. WP bersama-sama dengan PPAT kemudian

Penyediaan
Formulir SSPD-

Bangunan

—71

Memeriksa data
terkait objek pajak

ke Kepala Kantor
Bidang Pertanahan

Menyusun Draft
Akta Pemindahan

Menyediakan data
yang dibutuhkan
PPAT terkait
pemeriksaan objek
pajak

Hak atas Tanah dan/
atau Bangunan

Draft Akta
Pemindahan Hak

BPHTB atas Tanah dan/ ——»
atau Bangunan
Ferm SR te'\:ljtr;i:t:r?egnsra';};:n
BPRTE (3 SSPD-BPHTB, &
lembar) .
menandatangani

menandatangani SSPD-BPHTB.

SSPD-BPHTB

WP

dan PPAT

tanda tangan

SSPD-BPHTB

SSPD-BPHTB

Arsip

BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER
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